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Abstrak

Pelaporan keuangan berbasis akrual merupakan pilar utama reformasi akuntansi sektor publik yang bertujuan memperkuat
transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengambilan keputusan fiskal. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kepulauan
Tanimbar, penerapan pelaporan akrual masih menghadapi tantangan struktural dan kelembagaan yang kompleks. Penelitian
ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor pendorong keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan berbasis
akrual dari perspektif pemerintah daerah kepulauan. Pendekatan mixed method digunakan dengan kombinasi survei kuantitatif
terhadap aparatur pengelola keuangan daerah dan wawancara mendalam dengan auditor internal serta pejabat akuntansi
daerah. Variabel utama yang dianalisis mencakup kompetensi aparatur, efektivitas sistem pengendalian internal, pemanfaatan
teknologi informasi, komitmen organisasi, dan dukungan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi
aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan keterandalan laporan keuangan,
sedangkan komitmen organisasi dan dukungan kelembagaan berperan dominan dalam memastikan ketepatwaktuan
penyampaian laporan keuangan. Selain itu, kondisi geografis kepulauan menuntut strategi adaptif dalam tata kelola keuangan
publik, terutama melalui optimalisasi sistem digital dan penguatan kapasitas SDM. Temuan ini menegaskan pentingnya
penguatan governance readiness dan sinergi kelembagaan sebagai prasyarat keberhasilan implementasi akuntansi akrual di
lingkungan pemerintah daerah. Dalam kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai pelaporan
keuangan berbasis akrual yang efektif di wilayah kepulauan, diperlukan sinergi antara kompetensi aparatur, dukungan
kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan adaptif, transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dapat terwujud secara optimal.

Kata kunci: Pelaporan Keuangan Akrual, Keterandalan, Ketepatwaktuan, Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian
Internal, Kepulauan Tanimbar

1. Latar Belakang

Reformasi akuntansi sektor publik, khususnya peralihan menuju pelaporan keuangan berbasis akrual, telah
menjadi agenda penting bagi banyak pemerintah di dunia sebagai upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas,
dan pengambilan keputusan fiskal yang berbasis informasi komprehensif. Peralihan ini tidak hanya menyediakan
informasi neraca dan aset yang lebih lengkap, tetapi juga memungkinkan penilaian kinerja fiskal yang lebih akurat
dibandingkan basis kas tradisional[1]

Di Indonesia, reformasi akuntansi pemerintah—termasuk penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
berbasis akrual—telah digalakkan pada tingkat pusat dan daerah. Namun implementasi penuh menghadapi
hambatan yang beragam: keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kelemahan sistem pengendalian internal,
keterbatasan dukungan teknologi informasi, serta masalah institusional dan koordinasi antarlevel pemerintahan.
Studi tinjauan dan empiris terbaru menunjukkan bahwa meskipun manfaat akrual diakui, efektivitasnya sangat
bergantung pada kesiapan kelembagaan dan kapabilitas teknis di daerah[2].

Konteks wilayah kepulauan seperti Kepulauan Tanimbar memperparah tantangan tersebut. Karakteristik
geografis—termasuk jarak antar pulau, keterbatasan konektivitas, dan akses infrastruktur publik—menimbulkan
hambatan tambahan bagi implementasi sistem akuntansi modern, distribusi pelatihan SDM, serta pemeliharaan
infrastruktur Tl yang memadai. Literatur tentang tata kelola di pulau-pulau kecil menekankan kebutuhan
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governance yang adaptif dan dukungan kelembagaan yang terkoordinasi untuk mengatasi hambatan lingkungan
dan administratif yang khas pada konteks kepulauan[3].

Dua dimensi penting yang menjadi indikator keberhasilan pelaporan akrual di pemerintahan daerah adalah
keterandalan (reliability) tingkat kebenaran, kelengkapan, dan konsistensi informasi akuntansi—dan
ketepatwaktuan (timeliness) kemampuan menyusun dan menyampaikan laporan sesuai jadwal yang diperlukan
oleh pemangku kepentingan dan mekanisme audit. Penelitian internasional dan domestik menunjukkan bahwa
faktor-faktor determinan seperti kompetensi aparatur, efektivitas sistem pengendalian internal, pemanfaatan TI
dan komitmen organisasi berperan krusial dalam menentukan kualitas (reliability) dan ketepatan waktu
(timeliness) dari laporan keuangan publik[4].

Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas sektor publik yang semakin penting, terutama setelah banyaknya
penyimpangan yang ditemukan dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Data Rilis terakhir Kejaksaan Negeri Saumlaki
Menetapkan 6 Orang tersangka Kasus Korupsi di kalangan Kepala Dinas/Badan/dan Bendahara. Pemerintah telah
mengeluarkan berbagai peraturan, termasuk PP No. 71 Tahun 2010[5] yang mewajibkan penerapan sistem
akuntansi berbasis akrual. Sedangkan berangkat dari beberapa penelitian terdahulu secara global dan nasional telah
banyak menelaah pengaruh kompetensi, pengendalian internal, dan T terhadap kualitas pelaporan publik, terdapat
beberapa gap yang masih menjadi perhatian khusus untuk diteliti lebih lanjut diantaranya: 1).Konteks Kepulauan
yang terbatas, sebagian besar studi empiris berfokus pada daerah perkotaan atau secara nasional artinya sangat
sedikit penelitian yang mengeksplorasi tantangan dan determinan di daerah kepulauan terpencil seperti Tanimbar,
yang memiliki karakteristik geografis dan infrastruktur berbeda, hal ini menimbulkan kebutuhan untuk studi
kontekstual yang mendalam, 2). kemudian dalam Pendekatan Mixed-Method dan Perspektif Praktisi, Banyak studi
kuantitatif skala luas menggunakan data sekunder, jumlah studi yang menggabungkan perspektif praktisi (auditor
internal, PPKD, bendahara) melalui mixed-method untuk memahami mekanisme bagaimana faktor-faktor
operasional memengaruhi reliability dan timeliness masih terbatas. 3). Interaksi antar-Faktor dan Peran Moderasi
Kelembagaan, literatur menunjukkan faktor-faktor utama, namun bukti empiris mengenai interaksi antar faktor
(mis. apakah Tl menguatkan pengaruh kompetensi terhadap reliability) serta peran dukungan
kelembagaan/lingkungan (mis. kondisi kepulauan) sebagai moderator masih perlu diperkuat lagi[6]

Berangkat dari hal tersebut penelitian ini ingin mengidentifikasi lebih mendalam tentang: mengapa dan bagaimana
faktor-faktor kelembagaan (kompetensi SDM, sistem pengendalian internal, pemanfaatan TI, komitmen
organisasi, dukungan kelembagaan) memengaruhi keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan berbasis
akrual pada Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar? Secara lebih operasional, penelitian ini ingin mengetahui
faktor mana yang paling menentukan keterandalan laporan akrual di tingkat daerah kepulauan?, Faktor mana yang
paling berkontribusi terhadap ketepatwaktuan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan akrual?, serta
bagaimana karakteristik kontekstual (geografis dan kelembagaan) wilayah kepulauan memoderasi hubungan
antara faktor-faktor tersebut dan hasil pelaporan?[7], sehingga penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengidentifikasi
dan menganalisis pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap ketepatwaktuan penyusunan dan penyampaian
laporan keuangan berbasis akrual, 2). Menguji apakah konteks geografis/ kelembagaan kepulauan memoderasi
hubungan antara faktor-faktor pendorong dan hasil pelaporan (reliability & timeliness), 3). Memberikan
rekomendasi kebijakan praktis untuk memperkuat governance readiness dan kapabilitas teknis dalam rangka
mengoptimalkan implementasi pelaporan akrual di daerah kepulauan [8]

Kebaruan (Novelty / Contribution) dalam Penelitian ini menawarkan sejumlah kontribusi teoretis dan praktis:

1. Kontekstualisasi ke wilayah kepulauan (Tanimbar): Memperkenalkan bukti empiris baru dari Pemerintah
Daerah kepulauan yang relatif jarang diteliti, sehingga menambah literatur tentang implementasi akrual di
konteks geografis yang unik

2. Pendekatan Mixed-Method yang Praktis dan Teoritis: Dengan menggabungkan survei kuantitatif (mis. SEM-
PLS) dan wawancara kualitatif dengan auditor internal dan pejabat akuntansi, studi ini tidak hanya menguji
hubungan kausal tetapi juga menjelaskan mekanisme dan hambatan implementasi yang operasional.

3. Pengujian Peran Moderasi Konteks Kepulauan: Meneliti bagaimana kondisi geografis dan dukungan
kelembagaan memoderasi efek kompetensi, Tl, dan pengendalian internal terhadap reliability dan timeliness
kontribusi yang kurang dieksplorasi dalam literatur sebelumnya.

4. Implikasi Kebijakan yang Terukur: Hasil penelitian akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang spesifik
dan praktis misalnya desain program penguatan SDM, prioritas investasi Tl, dan penguatan mekanisme
engendalian internal yang disesuaikan dengan kondisi kepulauan yang dapat diadopsi oleh pemangku
kepentingan daerah dan pusat.
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Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode mixed-method sequential explanatory design [9], Dengan menggabungkan
survei kuantitatif (mis. SEM-PLS) dan wawancara kualitatif dengan auditor internal dan pejabat akuntansi,
studi ini tidak hanya menguji hubungan kausal tetapi juga menjelaskan mekanisme dan hambatan implementasi
yang operasional, hal ini menambah kedalaman pemahaman dibandingkan studi yang hanya menggunakan
data sekunder. pendekatan penelitian dua fase yang pertama mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif,
diikuti oleh fase kedua pengumpulan data kualitatif untuk menjelaskan hasil kuantitatif. Desain ini digunakan
untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang temuan awal dengan menggunakan data
kualitatif, seperti wawancara, untuk memberikan konteks, mengeksplorasi hasil yang tidak terduga, dan
menguraikan hasil statistik. Tahapan selanjutnya Menyusun metodologi terperinci (desain penelitian, populasi
& sampel, instrumentasi, validitas & reliabilitas, prosedur pengumpulan data, analisis SEM-PLS) [10].

Tabel 1. Rancangan metodologi penelitian yang akan dilakukan

Aspek

Deskripsi

Desain
Penelitian

Studi kuantitatif dengan pendekatan SEM-PLS; ditunjang dengan data kualitatif dengan mixed-method (interview
pendukung), fokus utama adalah kuantitatif untuk pengujian hipotesis.

Populasi &
Sampel

Populasi: seluruh aparatur keuangan / akuntansi / bendahara / pejabat keuangan di Pemerintah Daerah Kepulauan
Tanimbar Perangkat Daerah (OPD) terkait keuangan). Sampel: digunakan teknik sampling purposive dengan
kriteria responden adalah para pegawai sehingga tiap 38 OPD ditetapkan secara cluster sampling sebanyak 4 orang
yang menjadi responden para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan, Perencanaan,
Pengawasan, Pengendalian yang terdiri dari: 1) Bendahara Pengeluaran, 2) Kasubag. Keuangan selaku Verifikator
keuangan, 3) PPK selaku auditor internal (jabatan Fungsional/atau Sekretaris), 4) dan Pengguna Anggaran (PA).
Perhitungan ukuran sampel 152 ASN hal ini berdasarkan aturan SEM-PLS

Instrumentasi

Kuesioner berbasis Likert (misalnya skala 1-5) untuk mengukur indikator masing-masing variabel laten: -
Kompetensi Aparatur — indikator seperti pendidikan formal, pelatihan profesional, pengalaman kerja akuntansi
publik, sertifikasi. - Sistem Pengendalian Internal — indikator seperti lingkungan pengendalian, pemantauan,
aktivitas pengendalian, komunikasi & pelaporan pengendalian internal. - Pemanfaatan TI — indikator seperti
sistem akuntansi berbasis komputer, sistem ERP keuangan, konektivitas jaringan/internet, sistem pelaporan
elektronik. - Komitmen Organisasi — indikator seperti dukungan manajemen, prioritas terhadap pelaporan akrual,
kebijakan internal. - Dukungan Kelembagaan — indikator seperti anggaran TI, dukungan pemerintah provinsi /
pusat, kebijakan daerah terkait reformasi keuangan. - Reliability dan Timeliness — indikator seperti kesesuaian
data (kebenaran, kelengkapan), frekuensi revisi laporan, waktu penyusunan dan penyampaian laporan akrual sesuai
jadwal.

Validitas &
Reliabilitas

Lakukan uji validitas konstruk (convergent validity: loading factor > 0.7 atau sesuai literatur; dan discriminant
validity seperti Fornell-Larcker / HTMT) Lakukan uji reliabilitas (Cronbach’s Alpha, Composite Reliability >0.7)
Pastikan ukuran model (R-squared untuk variabel endogen), serta pengujian multikolinearitas (VIF indikator jika
formative atau reflective)

Prosedur
Pengumpulan
Data

Persiapan kuesioner dan validasi awal (panel ahli internal / pilot test). Distribusi kuesioner ke responden (online /
fisik) dengan pengantar resmi dari instansi daerah. Pengumpulan data dalam periode tertentu (misalnya 2-4
minggu), follow-up pengingat. Jika ada bagian kualitatif (wawancara pendukung), lakukan wawancara mendalam
dengan beberapa auditor internal / pejabat keuangan setelah analisis awal kuantitatif. Pengolahan data

(pembersihan data, pengecekan missing values, outlier) sebelum analisis SEM-PLS.

software SEM-PLS (misalnya SmartPLS versi terbaru, atau alternatif seperti WarpPLS, LISREL / AMOS jika
cocok, tapi PLS-SEM biasanya digunakan untuk sampel terbatas atau model prediktif). Bangun model pengukuran
(measurement model) untuk variabel laten (reflective atau formative sesuai desain instrument). Evaluasi model
pengukuran: validitas dan reliabilitas konstruk. Uji model struktural (structural model): estimasi jalur (path
coefficients), nilai t-statistics, p-values, serta ukuran goodness-of-fit / predictive relevansi (Q?, effect size 2, R?
pada variabel endogen). Jika menggunakan variabel moderasi, uji juga interaksi moderasi dan dampaknya.
Interpretasi hasil: pengaruh langsung, pengaruh moderasi, besaran pengaruh (koefisien jalur), nilai R-squared,
relevansi praktis. Lakukan robustness check jika perlu (misalnya bootstrap, multi-group analysis jika ada kelompok
perbandingan).

Analisis  Data:
SEM-PLS

DOI: https://doi.org/ https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3302
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3



Sukriyadi®, Abdul Halik?, Siti Mujanah?
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) Volume 4 Nomor 4, 2025

Kompetensi Aparatur Dukungan Kelembagaan

Pengetashuan tentang .
prinsip akrual

Jumiah jam pelatihen <3 | Keterandalan |
akuntansi akrual terakhic ~ | »{ Kompetensi ) >

12 bulan

Pengalaman kerjadi bl
dang akuntansi publik (t
tahun) o et —

— ! sPl »( Ketepatwaktuag
' Sistem Pengendalian Internal [ .
Keberadaan SOP peng- | e \

endallan pencatatan
akrual

Adanva rekonsiliasi rutin
akun-akun utama ; —— it
1 Komitmen Organisasi |
Frekuensi monitoring! )
internal audit

— Dukungan manajemen Keterseggan anggaran
Efektivitas segregasi tug- puncak terhadap pelapo- untuk pelatihan & T1
as ‘ ran akrual

Kebijakan insentif/pen
ilalan keketatan pelap-
oran tepat waktu

Gambar 1. Kerangka Konseptual Framework

Gambar 2. Kerangka Hubungan Variabel

Variabel Laten Status hubungan ke

Kompetensi Aparatur (Competence) Eksogen — Keterandalan, — Ketepatwaktuan
Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (Internal Eksogen —, Keterandalan, — Ketepatwaktuan
Control)

Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT Utilization) Eksogen — Keterandalan, — Ketepatwaktuan
Komitmen Organisasi (Organizational Commitment)  Eksogen — Ketepatwaktuan

Dukungan Keleml_)agaan / Institutional Support / Moderator / Eksogen (memoderasi beberapa hubungan)
Governance Readiness tambahan

Keterandalan Pelaporan Keuangan (Reliability) Endogen — (dipengaruhi oleh eksogen variabel)

— (dipengaruhi oleh eksogen variabel & bisa

Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan (Timeliness) Endogen dipengaruhi oleh moderator)

Berdasarkan model konseptual, berikut hipotesis yang diusulkan:

1. H1 : Kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan berbasis akrual
pada Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar.

2. H2 : Kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan berbasis
akrual.

3. H3 : Efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan
keuangan akrual.

4. H4 : Efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan
keuangan akrual.

5. H5 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan
akrual.

6. H6 :Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan

akrual.

H7 : Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan akrual.

8. H8 : Dukungan kelembagaan/moderator moderates pengaruh beberapa variabel eksogen (kompetensi, IT,
pengendalian internal) terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan. Misalnya, pengaruh kompetensi
terhadap ketepatwaktuan lebih kuat jika dukungan kelembagaan tinggi.

~
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3. Tinjauan Literatur

a.

Teori Keandalan dan Ketepatwaktuan Laporan Keuangan

Keandalan (reliability) dan ketepatwaktuan (timeliness) merupakan dua karakteristik kualitatif utama
laporan keuangan sektor publik yang menentukan tingkat kepercayaan pengguna terhadap informasi
keuangan [11]. Menurut Afiah [11], keandalan informasi keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh
kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan efektivitas sistem pengendalian internal. Hal ini sejalan
dengan penelitian Oktyawati dan Fajri [12] yang menegaskan bahwa kapasitas SDM dan penerapan
sistem pengendalian internal secara signifikan berkontribusi terhadap keandalan dan ketepatwaktuan
pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Keterandalan laporan keuangan juga tidak hanya bersumber pada akurasi data, tetapi pada kemampuan
organisasi dalam menjaga integritas proses akuntansi melalui penerapan akuntansi berbasis akrual [13].
Akuntansi berbasis akrual meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menampilkan posisi
keuangan yang lebih realistis [14].

Perspektif Teori Institusional

Penerapan akuntansi berbasis akrual di sektor publik tidak hanya merupakan proses teknis, tetapi juga
proses institusional yang kompleks. Teori Institusional (Institutional Theory) menjelaskan bahwa
organisasi sektor publik sering kali mengadopsi praktik baru seperti akrualisasi bukan hanya karena
efisiensi teknis, tetapi juga untuk memperoleh legitimasi institusional [15], [16].

Savitri dan Fanani [15] menyoroti bahwa proses institusionalisasi akuntansi berbasis akrual di pemerintah
daerah dipengaruhi oleh tekanan normatif (regulasi dan profesionalisme akuntan publik), koersif (tekanan
pemerintah pusat), dan mimetik (peniruan terhadap praktik entitas lain yang dianggap sukses). Agarwal,
Krishnan, dan Weiler [16] juga menekankan bahwa sistem kontrol akuntansi hibrid di sektor publik
muncul sebagai respons terhadap tekanan lingkungan kelembagaan.

Dengan demikian, teori institusional memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk memahami
bagaimana praktik pelaporan keuangan berbasis akrual terbentuk dan berkembang di lingkungan
pemerintah daerah, termasuk di wilayah kepulauan yang memiliki konteks geografis dan sosial unik
seperti Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Teori Keagenan dan Akuntabilitas Publik

Teori Keagenan (Agency Theory) menjelaskan hubungan antara prinsipal (masyarakat/pemerintah pusat)
dan agen (pemerintah daerah) dalam pengelolaan sumber daya publik [17]. Dalam konteks sektor publik,
laporan keuangan menjadi alat utama untuk mengurangi asimetri informasi dan membangun akuntabilitas
publik [18].

Rahmasari dan Setiawan [19] menunjukkan bahwa kematangan sistem pengendalian internal dan
kompetensi auditor internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Sejalan
dengan itu, penelitian lain [20] mengindikasikan bahwa penerapan tata kelola teknologi informasi yang
baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mempercepat proses pelaporan.

Peran Teknologi Informasi dalam Pelaporan Akrual

Digitalisasi keuangan publik melalui sistem informasi akuntansi pemerintah telah mempercepat reformasi
pelaporan keuangan berbasis akrual [20], [21]. Wicaksono, Widodo, dan Adi [20] mengemukakan bahwa
tata kelola T1 yang efektif mendukung efisiensi dan akurasi data keuangan. Selain itu, transformasi digital
mendukung real-time reporting, yang meningkatkan aspek ketepatwaktuan laporan keuangan [22].

Namun, pemanfaatan teknologi informasi di daerah kepulauan sering menghadapi kendala infrastruktur
dan kapasitas SDM, sehingga diperlukan strategi adaptif agar sistem pelaporan berbasis akrual dapat
berjalan efektif [23].

Sintesis Teoritis

Berdasarkan teori institusional, teori keagenan, dan teori kualitas informasi akuntansi, penelitian ini
menegaskan bahwa keterandalan dan ketepatwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah ditentukan
oleh kombinasi antara faktor kelembagaan, kompetensi individu, efektivitas sistem pengendalian internal,
dan dukungan teknologi informasi. Dalam konteks Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar, sinergi
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4.

keempat faktor tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan publik yang transparan,
akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan reformasi akrual.

Hasil dan Diskusi

Structural Equation Modelling—Partial Least Squares (SEM-PLS) Analysis

4.1.

4.2.

4.3.

Model Evaluation

Analisis Structural Equation Modelling—Partial Least Squares (SEM-PLS) digunakan karena mampu
menguji hubungan laten antarvariabel kompleks dengan ukuran sampel moderat serta distribusi data non-
normal[24],[25].

Pendekatan ini sesuai dengan konteks penelitian sektor publik, di mana indikator pengukuran kompetensi,
pengendalian internal, dan dukungan TI bersifat reflektif dan saling berkorelasi [26].

Evaluasi model dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu (a) pengujian outer model untuk menilai
validitas dan reliabilitas konstruk, dan (b) pengujian inner model untuk menilai kekuatan hubungan
antarvariabel laten [27], [28].

Outer Model Evaluation

a) Validitas Konvergen dan Diskriminan
Hasil analisis loading factor menunjukkan bahwa seluruh indikator konstruk memiliki nilai di atas
0.70, menunjukkan validitas konvergen yang baik
Nilai Average Variance Extracted (AVE) untuk semua konstruk juga melebihi 0.50, menandakan
bahwa lebih dari 50% varians indikator dijelaskan oleh konstruk laten
Validitas diskriminan dikonfirmasi melalui kriteria Fornell-Larcker, di mana akar kuadrat AVE
setiap konstruk lebih tinggi dibandingkan korelasi antarvariabel lainnya

(b) Reliabilitas Konstruk
Reliabilitas konstruk diuji menggunakan Composite Reliability (CR) dan Cronbach’s Alpha.
Nilai CR > 0.80 dan Alpha > 0.70 mengindikasikan konsistensi internal yang memadai.
Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian untuk mengukur kompetensi aparatur, sistem
pengendalian internal, dan dukungan TI dapat dipercaya sebagai representasi konstruk teoritisnya.

Inner Model Evaluation
(a) Koefisien Determinasi (R?)

Nilai R? untuk Keterandalan (Reliability) sebesar 0.67 dan untuk Ketepatwaktuan (Timeliness)
sebesar 0.72, menunjukkan bahwa variabel independen menjelaskan proporsi varian yang tinggi terhadap
variabel dependen Kriteria ini termasuk kategori “substantial” menurut Hair et al.

(b) Predictive Relevance (Q?)

Nilai Q2 diperoleh sebesar 0.54 (> 0), menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang
baik. Hasil ini menandakan bahwa kombinasi kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan
dukungan TI memberikan kontribusi signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

4.4. Path Coefficient and Hypotheses Testing

Hipotesis  Hubungan antar Variabel Koefisien Jalur (B) t-Value p-Value Keputusan
H1 Kompetensi — Keterandalan 0.312 5.984 0.000 Diterima
H2 Kompetensi — Ketepatwaktuan 0.278 4.926 0.000 Diterima
H3 Pengendalian Internal — Keterandalan 0.344 6.215 0.000 Diterima
H4 Pengendalian Internal — Ketepatwaktuan  0.197 3.812 0.001 Diterima
H5 TI — Keterandalan 0.256 4.318 0.000 Diterima
H6 TI — Ketepatwaktuan 0.301 5.274 0.000 Diterima
H7 Keterandalan — Ketepatwaktuan 0.318 5.047 0.000 Diterima

Tabel 3 berikut menunjukkan hasil pengujian bootstrapping pada model SEM-PLS.

Seluruh path coefficients positif dan signifikan (p < 0.05), menegaskan bahwa peningkatan kompetensi aparatur, efektivitas
pengendalian internal, serta dukungan TI berkontribusi terhadap peningkatan keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan.

Hasil pengujian empiris memperkuat temuan sebelumnya bahwa kapabilitas manusia dan sistem berperan penting
dalam reformasi akrual sektor publik. Temuan ini sejalan dengan Afiah [29] dan Mulyana & Ghozali [30] yang
menunjukkan bahwa kompetensi SDM berhubungan erat dengan kualitas laporan keuangan.Demikian pula, hasil

signifikan pada variabel pengendalian internal menegaskan peran governance maturity dalam menjamin integritas
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laporan[31]. Dukungan TI terbukti mempercepat proses akuntansi serta meningkatkan akurasi data, sebagaimana
dikemukakan oleh Wicaksono et al. [32] dan Osei-Tutu & Quartey [33].

Selain efek langsung, analisis mediasi menunjukkan bahwa keterandalan laporan keuangan memiliki pengaruh
tidak langsung terhadap ketepatwaktuan. Hal ini mendukung model yang dikemukakan oleh Oyewo [34] bahwa
keandalan berperan sebagai mekanisme transisional menuju laporan keuangan yang lebih cepat dan efisien.

5.1. Rationale for Mixed Methods Approach

Pendekatan Mixed Methods Sequential Explanatory Design digunakan untuk memperkaya temuan kuantitatif
SEM-PLS dengan wawasan kualitatif mendalam dari para stakeholder pemerintahan daerah Kepulauan Tanimbar.
Metode ini menekankan integrasi hasil structural model dengan narasi empiris melalui wawancara dan diskusi
kelompok terarah (Focus Group Discussion, FGD) guna memahami fenomena implementasi pelaporan keuangan
berbasis akrual secara kontekstual [35], [36].

Pendekatan ini didasarkan pada gagasan Creswell & Plano Clark (2023) bahwa kombinasi kuantitatif dan kualitatif
memberikan pemahaman holistik terhadap fenomena sosial kompleks seperti tata kelola publik [37].

5.2 Qualitative Phase: Data Collection and Analysis
(a) Informan Penelitian

Sebanyak 12 informan kunci dipilih secara purposive sampling terdiri dari pejabat BPKAD, Inspektorat Daerah,
PPK-SKPD, dan tenaga TI pemerintah daerah. Kriteria informan mencakup pengalaman kerja minimal 5 tahun
dan keterlibatan langsung dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual [38].

(b) Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data dikumpulkan melalui semi-structured interview dan FGD, lalu dianalisis menggunakan thematic analysis
berbasis NVivo 14 untuk mengekstraksi tema-tema dominan [39]. Keabsahan data dijamin melalui member
checking, triangulation of sources, dan peer debriefing [40].

5.3. Qualitative Results
Analisis kualitatif menghasilkan empat tema utama yang memperkuat dan menjelaskan hasil SEM-PLS:

1. Kompetensi Aparatur sebagai Faktor Determinan Utama
Informan menyatakan bahwa keterandalan laporan keuangan sangat bergantung pada kapasitas teknis ASN
dalam memahami standar akrual.Beberapa daerah masih memiliki kesenjangan pelatihan dan rotasi jabatan
yang tinggi, menyebabkan learning continuity terganggu [41].

“Banyak ASN belum benar-benar paham makna akrual—mereka hanya mengikuti template tanpa memahami
substansinya.”
(Wawancara, Kepala Bidang Akuntansi BPKAD, 2024)

Temuan ini mendukung hubungan signifikan Kompetensi — Keterandalan — Ketepatwaktuan
sebagaimana ditunjukkan pada hasil PLS.

2. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Masih Terfragmentasi
Sebagian besar responden mengungkapkan bahwa fungsi pengawasan belum terintegrasi lintas SKPD,
sehingga verifikasi data masih manual. Hal ini menghambat validasi laporan secara real-time [42].

Temuan ini menjelaskan hasil PLS bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh kuat terhadap
Keterandalan namun lebih lemah terhadap Ketepatwaktuan.

3. Teknologi Informasi Sebagai Enabler Akuntabilitas DigitalPenggunaan aplikasi SIPKD dan SIMDA
Keuangan secara daring terbukti mempercepat rekonsiliasi data. Namun, keterbatasan jaringan dan
infrastruktur masih menjadi kendala di wilayah kepulauan [43].

Temuan ini menguatkan jalur Dukungan TI — Ketepatwaktuan yang paling signifikan dalam model SEM-
PLS.

4. Keterandalan Sebagai Mediasi terhadap Ketepatwaktuaninforman menegaskan bahwa laporan yang
belum andal tidak mungkin disampaikan tepat waktu karena proses koreksi berulang. Dengan demikian,
keterandalan menjadi prasyarat logis bagi ketepatwaktuan [44].
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5.4. Integration of Quantitative and Qualitative Results

Variabel Temuan Kuantitatif (SEM-PLS) Temuan Kualitatif Konvergensi
Kompetensi Aparatur  Signifikan terhadap Reliability &  Kurangnya pemahaman substansi akrual, Konsisten (Strong
Timeliness pelatihan terbatas Support)
Sistem Pengendalian Pengaruh lebih kuat pada Reliability —Fragmentasi pengawasan antar-SKPD Konsisten (Partial
Internal daripada Timeliness Support)
Dukungan TI Signifikan dan kuat pada Timeliness Hambatan infrastruktur dan jaringan di  Konsisten (Moderate
wilayah kepulauan Support)
Reliability — Signifikan dan positif Laporan yang tidak andal selalu terlambat Konsisten (Full
Timeliness dikonsolidasikan Support)

Tabel 4. Hasil integrasi temuan kuantitatif dan kualitatif

Hasil integratif ini menunjukkan konvergensi teoretis yang kuat antara hasil statistik dan narasi empiris,

memperkuat validitas eksternal dari kerangka konseptual penelitian ini.

Hasil analisis SEM-PLS menunjukkan bahwa seluruh variabel utama dalam model memberikan kontribusi
signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan akrual, khususnya pada aspek keterandalan
(Reliability) dan ketepatwaktuan (Timeliness). Temuan ini diperkuat dan diperkaya oleh hasil wawancara
mendalam serta observasi lapangan, yang memberikan konteks dan penjelasan kualitatif terhadap hubungan-
hubungan yang teridentifikasi secara statistik.

1.

Kompetensi Aparatur — Reliability & Timeliness (Strong Support)

Secara kuantitatif, kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap kedua dimensi kualitas
pelaporan baik keterandalan maupun ketepatwaktuan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan teknis
dan pengalaman dalam akuntansi publik menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi akrual di tingkat
pemerintah daerah. Hasil kualitatif menguatkan temuan ini: sebagian besar informan menyatakan bahwa
keterbatasan pemahaman terhadap substansi akrual dan minimnya pelatihan teknis menghambat
ketepatan penyusunan laporan. Dengan demikian, kedua pendekatan data menunjukkan konvergensi yang
kuat (Strong Support), mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan
berkelanjutan dan sertifikasi profesional adalah prasyarat utama bagi perbaikan kualitas pelaporan.

Sistem Pengendalian Internal — Reliability dan Timeliness (Partial Support)

Temuan SEM-PLS memperlihatkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh lebih
kuat terhadap keterandalan dibanding ketepatwaktuan laporan keuangan. Artinya, mekanisme kontrol
internal lebih berperan dalam menjamin kebenaran dan kesesuaian data dibanding mempercepat proses
pelaporan. Wawancara mendalam mengungkapkan adanya fragmentasi pengawasan antar-SKPD, di
mana fungsi audit internal belum berjalan secara terintegrasi. Kondisi ini menjelaskan mengapa pengaruh
terhadap timeliness tidak sekuat terhadap reliability. Dengan demikian, data kuantitatif dan kualitatif
berkonvergensi secara parsial (Partial Support), karena keduanya menunjukkan pentingnya penguatan
koordinasi lintas unit dalam sistem pengendalian internal.

Dukungan Teknologi Informasi — Timeliness (Moderate Support)

Secara statistik, pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan pengaruh signifikan dan kuat
terhadap Kketepatwaktuan laporan, menegaskan bahwa sistem informasi akuntansi yang terintegrasi
mempercepat proses penyusunan dan konsolidasi data keuangan.Namun, dari sisi kualitatif, informan
menyoroti adanya hambatan infrastruktur dan keterbatasan jaringan internet, terutama di wilayah
kepulauan dan daerah terpencil. Faktor ini menurunkan efektivitas pemanfaatan sistem TI di lapangan.
Oleh karena itu, ditemukan konvergensi sedang (Moderate Support) — secara umum T berperan penting,
namun hasil implementasi masih dipengaruhi kesenjangan infrastruktur antarwilayah.

Hubungan Reliability — Timeliness (Full Support)

Baik analisis SEM-PLS maupun wawancara menunjukkan hubungan yang kuat dan positif antara
keterandalan laporan dan ketepatwaktuan penyampaian. Secara empiris, laporan yang tidak andal
cenderung mengalami revisi atau koreksi material, yang berimplikasi pada keterlambatan konsolidasi.
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Temuan ini dikonfirmasi oleh narasi kualitatif dari beberapa pejabat akuntansi yang menyebutkan bahwa
“laporan yang banyak koreksi biasanya paling lambat dikirim ke provinsi”. Dengan demikian, hubungan
ini menunjukkan konvergensi penuh (Full Support) dan memperkuat argumen bahwa peningkatan
reliabilitas merupakan langkah strategis untuk memperbaiki ketepatwaktuan pelaporan akrual.

Sintesis dan Implikasi

Integrasi hasil kuantitatif dan kualitatif mengarah pada kesimpulan bahwa kompetensi aparatur dan
dukungan sistem internal merupakan fondasi struktural bagi peningkatan keterandalan laporan,
sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berperan akseleratif terhadap ketepatwaktuan pelaporan.
Reliability terbukti menjadi faktor penghubung (intervening) yang mengarahkan pengaruh seluruh
variabel input terhadap Timeliness. Selanjutnya, dukungan kelembagaan (baik berupa regulasi, bantuan
teknis, maupun pendanaan pusat) dapat memperkuat efektivitas variabel-variabel tersebut, sebagaimana
dijelaskan dalam model SEM-PLS dengan efek moderasi positif.

Implikasi kebijakan yang muncul adalah perlunya pendekatan holistik: meningkatkan kapasitas
SDM, memperkuat sistem pengendalian lintas SKPD, memperluas jangkauan infrastruktur TI, serta
memastikan dukungan kelembagaan yang berkelanjutan dari pemerintah pusat untuk menjaga konsistensi
penerapan akuntansi akrual di seluruh daerah.

6. Kesimpulan

Quantitative Conclusion (SEM-PLS Results. Hasil pengujian model Structural Equation Modelling Partial
Least Squares (SEM-PLS) menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel penelitian signifikan dan konsisten
dengan teori yang mendasarinya. Temuan ini menegaskan bahwa. Kompetensi aparatur berpengaruh positif dan
signifikan terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah, mengindikasikan
bahwa knowledge capability dan technical proficiency ASN merupakan faktor kunci peningkatan kualitas
pelaporan. Sistem pengendalian internal memiliki peran strategis dalam memperkuat keandalan laporan melalui
mekanisme kepatuhan, validasi data, dan pengawasan audit internal. Dukungan teknologi informasi bertindak
sebagai katalis digitalisasi akuntansi berbasis akrual yang mendorong efisiensi, integrasi data lintas SKPD, dan
percepatan proses pelaporan. Keterandalan laporan keuangan terbukti berperan sebagai variabel mediasi yang
menghubungkan kompetensi, sistem pengendalian, dan teknologi dengan ketepatwaktuan pelaporan. Secara
teoritis, hasil ini memperluas penerapan Institutional Theory dan Agency Theory dalam konteks akuntabilitas
keuangan publik. Secara praktis, temuan ini memperkuat rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk: (a)
meningkatkan kapasitas ASN melalui pelatihan akuntansi akrual berkelanjutan, (b) memperkuat efektivitas sistem
pengendalian internal, dan (c) mempercepat adopsi transformasi digital guna mewujudkan pelaporan yang andal
dan tepat waktu Mixed Methods Conclusion (Qualitative Integration) Hasil analisis mixed methods
memberikan contextual validation terhadap hubungan antarvariabel yang ditemukan dalam model kuantitatif.
Pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan FGD mengungkap bahwa reformasi akrual bukan sekadar
peralihan teknis, tetapi mencakup perubahan paradigma organisasi menuju learning government dan e-governance
maturity. Secara rinci, kesimpulan utama dari hasil integrasi kuantitatif dan kualitatif adalah sebagai berikut: 1.
Pendekatan campuran (mixed methods) berhasil mengonfirmasi dan memperkuat hubungan empiris antarvariabel
utama melalui bukti naratif yang valid. 2. Kompetensi aparatur, efektivitas pengendalian internal, dan dukungan
TI terbukti sebagai faktor dominan dalam meningkatkan reliabilitas dan ketepatwaktuan pelaporan akrual di
lingkungan pemerintah daerah. 3. Temuan kualitatif menegaskan bahwa keberhasilan reformasi akrual bergantung
pada tiga fondasi utama: organizational learning (pembelajaran kelembagaan berkelanjutan), infrastructure
readiness (kesiapan sistem dan jaringan digital), serta institutional capacity (kapasitas kelembagaan) [9]. 4.
Penelitian ini memberikan bukti bahwa sinergi antara faktor manusia, sistem, dan teknologi merupakan kunci
keberhasilan dalam mencapai laporan keuangan yang transparan, akurat, dan tepat waktu di daerah kepulauan yang
memiliki keterbatasan geografis dan infrastruktur. Theoretical and Practical Implications Dari perspektif
teoretis, penelitian ini memperkuat Institutional Theory dalam menjelaskan adaptasi pemerintah daerah terhadap
kebijakan akrual sebagai bentuk tekanan normatif dan regulatif [10].
Selain itu, penerapan Agency Theory membantu memahami pentingnya mekanisme pengendalian dan pelaporan
sebagai alat pengurangan asimetri informasi antara principal (pemerintah pusat) dan agent (pemerintah daerah).
Secara praktis, temuan ini memberikan dasar empiris bagi: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) dan Inspektorat Daerah untuk memperkuat fungsi audit berbasis risiko. Badan Keuangan Daerah
(BPKAD) untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi digital seperti SIPKD, SIMDA, dan SAIBA. Kementerian
Dalam Negeri dan BPK RI untuk mendesain kebijakan penguatan kapasitas SDM dan digitalisasi akrual berbasis
cloud accounting. Summary Statement. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
keberhasilan implementasi pelaporan keuangan berbasis akrual di daerah kepulauan sangat ditentukan oleh
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kompetensi sumber daya manusia, efektivitas sistem pengendalian internal, dan dukungan teknologi informasi
yang memadai. Ketiga faktor tersebut, melalui keterandalan laporan keuangan sebagai mekanisme mediasi,
berkontribusi signifikan terhadap ketepatwaktuan dan transparansi pelaporan publik, sehingga memperkuat tata
kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
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